4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomar

48447 ;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Peraturan Pemerintah Momor 29 Tahun 1990 tentang Pendidilan
Menengah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3413,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintsh Nomor 56
Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Momor
91, Tambahan Lembaran Negar- Republik Indonesia Nomor 3764);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah, dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); !

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidilan (Lembarzn Negara Republik Indonesia Tahun 2005: %
Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4494); , :

10. Peraturan Pemerintsh Nomor 58 Tahun Z005 temtang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Leinbaran Nepara Republik Indonesfa Tahun 2003
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia. Nomor
4578);

11. Peraturan Femerintith Nemor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negars Republik indonesia Nomor 4593);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urisan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Nepara Republik indonesia Tahun 2007
Momor 89, Tambahan Lewabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repuhbllk Indonesia Nomar
4816);

15. Peraturan Pemerintsh Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4B864);

16. Keputusan FPresiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Pengakuan Kewenangan Kabupaten,/Kota ;

17. Peraturan Menter! Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagmimina telah diubsh dengan
Peraturan Menteri Dalam Neger{ Nomor 59 Tahun 2007;
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18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tohun 2007 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelengzaraan Pemerintzhan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterl Dalam
Negeri Nomor B Tahun 2009,

19.Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentuban Produl Holoom Deerah;

20. Perpturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tshun 2008
tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - Dinas
Kabupaten Halmahera Utara [ Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9 J;

MEMITUSKAN :

LR

Menetapkan

KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Neger] 1
Perikanan Tobelo menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1
Halmahera Utara dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK] Negeri

Pertanian Malifut menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2
Halmahera Utara;

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Halmahera Utara dan

Sekolah Menengah Kejurvan (SMK) 2 Halmahera Utara dapat o

melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar [ KEM) mulal Tahun
2012/2013;
Keputusan Inl mulai berlalu pada tangzal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kel:elimuan maka akan diadakan perubahan
sebapaimana mestinya. i

KETIGA

EL

Ditecapkan di Tobelo
PadaTanggal 43 Septembar 2012

BUPATI HALMAHERA UTARA,

'HJ%
% o
cir 'J.._.-:"II o

L

HEIN NAMOTEMO

o,

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;

3. Gubernur Malulku Utara;

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara;

5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahra ga Kab, Halmahera Utara;
6. Ketua DPRD Halmahera Utara;

7. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara.



BUPATI HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN SUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.8/ 219 /HU/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAI1 KEJURUAN (SMIC)
NEGERI I PERIKANAN TOBELO MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 HALMAHERA UTARA, DAN SEKOLAH MENENGAH KE[URUAN
(SMK) NEGERI PERTANIAN MALIFUT MENJADI SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN (SMK) NEGERI Z HALMAHERAUTARA

BUPATT HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a bahwa sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan mendapatkan pendidilean, peningkatan mutu serta relevansi
dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan
sesiai dengan tuntutan perubanan kehidupan local, nasional, dan global,
sehingpa perlu dilakukan pengelolaan dan pembaharuan pendidkan
gecara terencana, terarah, dan terpadu berlesenambungan sesuai amanat
otonomi daerah;

b. bahwa kesadsran SMK Negeri 1 Perfkanan Tobelo dan SMK Negeri
Pertanian Malifut kurang membuka peluang bagi para siswa Iulusan
SMP yang berminat wuntuk melanjutkan pendidikan pada kedua
sekolah - sekolah menengah krjuruan tersebut oleh karena terbatasnya
program stud, yong tersedia;’

c. bahwa untuk memperiuas akses masuk para siswa lulusan SMP ke SME,
maka dipandang perlu merubah Nomenklatur SMK Negeri 1 Perfkanan
Tobelo menjadi SMKE MNegeri 1 Halmahera Utara dan SMK Negeri 1
Pertanian Malifut menjadi SMK Negeri 2 Halmahera Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada '
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetaplan Keputusan Bupat
Halmahera Utara tentang Perubahan Nomenldatur Sekolah Menengah -
Kejuruan (SMK) MNegeri 1 Perikanan Tobelo Menjadi Sekolah Menengah
kejuruan [SMK) Negeri 1 Halmahera Utara, dan Sekolah Menengah
Kejuruan [SMK) Negeri Pertanian Malifut menjadi Sekolah Menengsh
Kejurunn (SMEK) Negeri 2 Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Fembentulan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten' Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Tirur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Malulm Urara (Lembaran Negara Repubuik Indonesia Tahun 2002 Nomor
21, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendldlkan
Nagional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 4301];



PEMERINTAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA

[ T

SEKRETARIAT DAERALI

Jiilan Bhuyangkars Nemar U, Telp, 0924 — 21001
TOBELD

Wlambnea

Memmem

Menwinead

SALINAN

LEMUTUSAN BLUPATI HALMAIERA UTARM

NOMOR 36 TAHLUN 2004

TENTANG

PEMBENTURAN KELEMBAGAAN SEROLAH MENENGAIL
REJURLIAN { SVMK ) NEGERI PERTANIAN MALIFUT

KABUPATEN IHTALMATERA UTARA

BUIATI HALMAIERA UTARA

Surat kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten  1almahem
Litara MNomor 421, 1/03 Tanggal 3 Maret 2004 Perihal Mohon Penstapan
stptus Kelembuman SME Neperi Pertanfan Maltfur

sk

babwa untuk Repeotingan Pendidikan, dolam rangka peningkalsn
belpjar dun  pemenuhan sprana Pendidikan khususnya di Daersh,
Pemermish, melalui Departemen Pendidikan Masional dengan Proyek
Pengembangan SME Neperi Kecil pada SLTP Meperi  tahun 2004,
maka perlu dibentuk kelembapean SME Pamanian Malifin pada
SLTDP Meperi | Malifut.

bahwa berdosarkon pertimbangan sebagaimana tersebut pada huraf o,
perlu ditctopkon dengan Keputusan Bupati Halmabara Utara Tentang
Peimbemukan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan { SMEK )
Megeri Pertanian Malifil

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntah
Dacrah  ( Lembaran Megara R Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lambaran BRI Momor 3839 ),

Undang-Undang MNomor 46 Tohun 1999 renfong Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru din Kabupaten Maluku
Tengeara Barat | Lembaran Negera Rl TFabun 1999 Nomor 174,
Timbalan Lembiran Nepgars Nomor 3895 ) sebapaimang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 { Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lemabarn Negara Nomor 39613,
Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmabers Utara, Kabupaten Halmphern Selamn,
Fabupaten Kepulavam Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan Propinsi Maluku utars, ( Lembar Negars R Tahun
03 Meynor 21, Tambahan Lembaran Negama Momer L2645,
tisdiang-Clolang KT Manwe 20 Tahon 2003 wotang Sistim Pendidikan
Mosonal (Fembaran Negom iohun 2003 Nomor Tae Tanibahan
| senlsantinne Bl i B,

Peeoioran Pemermah Nomer 29 Tahun 1990 teatasy. Pemdidiban
Menengah  (Lembaran Negara Tabun 190 Nomor 36 Tiarmbvahian
Lembanan Nepor 3763,



6. Peraturan Pemerintal Nomar 25 Tahun 2000 lentang Kewenangan
Pemerintah Pusat  melalui Pemerintsh Provinsi dan Pemenintah
Dacrah sebagai Daerab Otonom. ( Lembaran Megara Tahun 2000
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemecriniah Nomor 20 Tahun 200! tentang Pembinaan dan
Fengawnsan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Mepari tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lesmbaran Megara 4090 );

Memperhatikan  ©  Keputusan Hupati Halmahera Utare Nomor | thun 2003 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan i

PERTAMA Membentuk Unit Pelaksany Teknis SME Wegeri Pertanian  pada SLTP
Negeri 1 Maliful dengan  nama SMK Megeri  Pertanian  Malifut
berempat di Kecamatan Malifut Kabupaten Flalmahera Utara,

KEDUA Sekolah Menengah Kejuruan { SMK ) Neperi Pertanian Malifut dapat
melaksanakan Kepiatan Belajar Mengajar { KBM ) sejok tanggal
dikeluarkannya keputusan ini.

KETIGA - Keputusan ini mulad berlaku pada tanggal ditctapkan dan apabila terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan ;Tobelo
Pada Tanggal : 8 Maret 2004
Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

L. Bupati Halmahera Utara Pj. BUPATI HALMAIIERA UTARA

TID

Drs. DJIDON HANGEWA, MS

T Peribina Utnma Muda
"= Nip, 630 003 500

Tembusan disanipathen kepade il

Menten Dalam Neger RI di Jakarta

Menten Pendidikan Nasional R) di Jakara

Giubernur Maluku Utam di Ternate

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengnjaran Propinsi Maluky Utara di Ternate
kepala Dinas Pendidikan dan Pengajoran Kab. Halmahera Utara di Tobelo
kepala Bawasda Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo

Mimpinan Proyek Pengemnbangan SME Kecil pada SLTP Negeri Dit. Dikmenjur
Depdiknas R di Jokara, T

Kepaln SUTF Negers | Malifut i Malifin

ATsip

NE b -

=



